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BAB II 

PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM 

DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM 

A. Pengertian Perkawinan 

Al-nikah} berasal dari lafaz} nakah}a, yankih}u, nah}kan, nikah}an, adalah 

sinonim dengan kalimat zawa>j yang berasal dari lafaz} zawwaja, yuzawwiju, 

tazwi<j, zawa>j.1 Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya dan arti 

kiasan. Arti yang sebenarnya dari kata ‚nikah‛ berarti berkumpul, sedang 

menurut kiasan berarti wat}a’ yang artinya bersetubuh.
2
 Jadi nikah merupakan 

suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan 

perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara 

keduanya.  

Adapun makna tentang pernikahan secara terminologi, masing-

masing ulama fiqih berbeda pendapat dalam mendefinisikan pernikahan,antara 

lain :
3
 

1. Ulama’ Hanabilah mendefinisikan bahwa nikah itu adalah akad atau 

perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin 

dengan menggunakan Lafaz} na-ka-h{a atau za-wa-ja (haqiqi) dapatnya juga 

untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang  tidak sebenarnya  (arti 

majaz}i). 

                                                 
1
 Dahlan Idhamy, Asas-Asas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-

Ikhlas,1984), 9  
2
  Kamal Mukhtar, Asas-Asas Hukum Islam Tantang Perkawinan, (Jakarta:: PT. Bulan Bintang, 

1974), 11. 
3
 Slamet Abidin dan H. Aminudin, Fiqih Munakhat, (Bandung, pustaka setis 1999), 10. 
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2. Ulama’ Hanafiyah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang 

berguna untuk memiliki mut}‘ah dengan sengaja. Maksudnya adalah 

bahwasannya seorang laki-laki dapat mengusai perempuan dengan seluruh 

anggota badannya untuk mendapatkan sebuah kesenangan dan kepuasan.  

3. Ulama’ Shafi’iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad 

dengan menggunakan lafal نكَِحَا  , atau   زَوَجا, dimana dari dua kata tersebut 

yang menyimpan arti memiliki wat}‘i. Artinya dengan adanya sebuah 

pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari 

pasangan. 

4. Ulama’ Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang 

mengandung arti mut}‘ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak 

mewajibkan adanya harga. 

5. Menurut Saleh al-Uthsaimin, nikah ditinjau dari segi syariat ialah pertalian 

hubungan (akad) antara laki-laki dan perempuan dengan maksud agar 

masing-masing dapat menikmati yang lain (istimta’) dan untuk membentuk 

keluaga yang shalih dan membangun masyarakat yang bersih.
4
  

Pengertian-pengertian di atas hanya melihat dari satu segi saja, yaitu 

sebuah kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dengan 

perempuan yang pada awalnya dilarang kemudian diperbolehkan. Padahal 

diketahui bahwa setiap perbuatan hukum yang diperbuat itu mempunyai 

sebuah tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang 

                                                 
4
 M. Sholeh Al-Utsaimin, Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga, (Surabaya: 

Risalah Gusti, 1991), 1. 
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menjadikan adanya perhatian bagi manusia pada umumnya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Dalam pengertian yang luas, pernikahan dalam Islam merupakan 

suatu ikatan lahir antara dua orang, laki-laki dan perempuan untuk hidup 

bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan 

menurut ketentuan-ketentuan syari’at. Pernikahan adalah suatu asas yang 

paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.
5
 Pernikahan 

bertujuan mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar hubungan 

tersebut dilandasi dengan keridhoan dan kehormatan. Tuhan tidak menjadikan 

manusia seperti mahluk lainnya yang bebas berhubungan antara lawan jenis 

tanpa adanya aturan seperti hewan maupun tumbuhan. Karena pernikahan 

adalah salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua mahluk Tuhan, baik 

pada manusia, hewan dan tumbuhan.  

Sebagaimana firman Allah Swt. surat Adz-Dzariyat ayat 49. 

                   

Artinya: "Dan dari segala sesuatu yang kami ciptakan berpasang-

pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (Q.S. Adz-

Dzariyat, 49)
6 

                           

    

Artinya: "Maha suci Allah SWT yang telah menjadikan pasangan-

pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan 

                                                 
5
 Mohammad Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap , (Semarang: CV Toha Putra, 1978), 453. 

6
 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: PT. 

Kumudasmoro 1994), 862. 
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dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui ". (Q.S. 

Yasin, 36)
7
 

Muhammad Abu Ishrah juga memberikan gambaran lebih luas 

mengenai definisi perkawinan, yaitu sebuah akad yang memberikan faedah 

hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan 

wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberikan batas hak bagi 

pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.
8
 

Adapun pasal 2 Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: 

‚Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang 

sangat  kuat  atau  mi>tsa>qan ghali>dhan  untuk  memenuhi  perintah  Allah  dan 

melaksanakannya merupakan ibadah‛.
9
 

Dari beberapa definisi tentang pernikahan di atas, tidak ada 

perbedaan yang prinsipil (pengertiannya sama), kesemua definisi itu 

mengandung tiga aspek penting yaitu aspek pokok dalam suatu pernikahan. 

Ketiga aspek itu adalah sebagai berikut
10

 : 

1. Unsur hukum, yaitu timbulnya sebuah hak dan kewajiban antara kedua 

belah pihak akibat terjadinya sebuah pernikahan. 

2. Unsur sosial, yaitu terbentuknya masyarakat yang baru dan dapat 

mencegah yang namanya permusuhan. 

3. Unsur agama atau etis, yaitu membentuk manusia yang susila. 

                                                 
7
 Ibid., 710. 

8
 Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006),  9. 

9
 Kompilasi Hukum Islam, Bab II  Tentang Dasar-dasar Perkawinan Pasal 2, (Bandung: CV. 

Nuansa Aulia, 2012), 2. 
10

 Umar Said, Hukum Islam di Indonesia tentang Pernikahan, (Surabaya: CV.Cempaka, 2000), 

28-29. 
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B. Hukum Perkawinan  

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah 

SWT dan juga oleh Nabi saw. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an 

untuk melaksanakan pernikahan. Dan perintah Nabi saw dalam sebuah hadits 

yang juga menganjurkan pernikahan. Di antara firman Allah SWT yang 

memerintahkan pernikahan adalah: 

                          

                              

   
Artinya: ‚Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

(hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka 

kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, 

maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. 

yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat 

aniaya.‛(Q.S. An-Nisa’: 3).
11

 

                          

                    

Artinya: ‚Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu 

cenderungdan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di 

antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian 

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.‛ 

(Q.S.Ar-Rum: 21).
12

 

Adapun sumber-sumber naqly yang berasal dari Rasulullah Saw 

sebagai berikut: 

                                                 
11

  Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya 115. 
12

  Ibid,. 644. 
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ثهُُ فَ قَالَ لَهُ  عَنْ عَلْقَمَةَ قاَلَ كُنْتُ أمَْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِِنًى فَ لَقِيَهُ عُثْمَانُ فَ قَامَ مَعَهُ   يَُُدِّ
رُكَ بَ عْضَ مَا مَضَى مِنْ  عُثْمَانُ ياَ أبَاَ عَبْدِ الرَّحَْْنِ أَلََ نُ زَوِّجُكَ جَاريِةَى شَابَّةى لَعَلَّهَا تُذكَِّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  زَمَانِكَ قاَلَ فَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ لئَِنْ قُ لْتَ ذَاكَ لَقَدْ قاَلَ لنََا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ 
 ياَ مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطاَعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَ لْيَتَ زَوَّجْ فإَِنَّهُ أَغَضُّ للِْبَصَرِ وَأَحْصَنُ للِْفَرجِْ 

 13وَمَنْ لََْ يَسْتَطِعْ فَ عَلَيْهِ باِلصَّوْمِ فإَِنَّهُ لَهُ وِجَاء  

Artinya: Diriwayatkan dari 'Alqamah ia berkata; Aku pernah berjalan 

bersama Abdullah di Mina, lalu ia dijumpai oleh Utsman. Maka ia 

pun berdiri bersamanya dan menceritakan hadits padanya. Utsman 

berkata, Wahai Abu Abdurrahman, maukah Anda kami nikahkan 

dengan seorang budak wanita yang masih gadis, sehingga ia dapat 

mengingatkan masa lalumu. Abdullah berkata; Jika Anda berkata 

seperti itu, maka sungguh, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

telah bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, siapa di antara 

kalian yang telah memperoleh kemampuan (menghidupi rumah 

tangga), kawinlah. Karena sesungguhnya, perhikahan itu lebih 

mampu menahan pandangan mata dan menjaga kemaluan. Dan, 

barangsiapa belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa 

karena puasa itu akan meredakan gejolak hasrat seksual. (H.R. 

Muslim dan Bukhari). 

Dari begitu banyaknya perintah Allah dan Nabi untuk melaksanakan 

pernikahan, maka pernikahan itu adalah perbuatan yang lebih disenangi Allah 

dan Nabi untuk dilakukan. Dan juga melihat kepada hakikat perkawinan itu 

merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan 

sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa 

hukum perkawinan itu adalah boleh atau mubah
14

 akan tetapi hukum bisa 

berubah sesuai dengan keadaan masing-masing pihak diantaranya seperti: 

 

 

                                                 
13

  Bukha>ri, S{ah{ih{ Bukha>ri, Juz III (Beirut: Da>r Al-Kutub Al-‘Ilmiyah, 2005), 422. 
14

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah  6  (Bandung: PT Al ma’arif, 1986), 22. 
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1. Wajib 

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki 

kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan 

yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat 

akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.
15

 

Bagi yang sudah mampu kawin, nafsunya telah mendesak dan takut 

terjerumus dalam perzinaan wajiblah dia kawin, karena menjauhkan diri 

dari yang  haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan 

dengan baik kecuali dengan jalan kawin. 

Jika nafsunya telah mendesaknya, sedangkan ia tak mampu 

membelanjai isterinya , maka allah akan melapangkan rizkinya.  Firman 

Allah. 

                       

Artinya: ‚Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah 

menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka 

dengan karunia-Nya.‛
16

 

 

2. Sunnah 

Nikah berhukum sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan 

untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai 

perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
17

 

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, 

tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunahlah ia 

                                                 
15

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, Abdul Majid Khon, (Jakarta: Amzah, 2011), 

45. 
16

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Quran dan Terjemahannya, 355. 
17

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2006), 45. 
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kawin. kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena 

menjalani hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan oleh Islam. 

Seperti riwayat dari Baihaqi dari Abu Umamah bahwa Rasuluallah 

bersabda: 

سٍ بْنِ مَالِكٍ رض قاَلَ: جَاءَ رَهْط  اِلََ بُ يُ وْتِ ازَْوَاجِ النَّبِِّ ص يَسْالَُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ عَنْ انََ 
 مَا النَّبِِّ ص. فَ لَمَّا اخُْبِوُْا كَانَ َّهُمْ تَ قَالُّوْهَا فَ قَالُوْا: وَ ايَْنَ نََْنُ مِنَ النَّبِِّ ص؟ قَدْ غَفَرَ اللُ 

مَ مِنْ ذَنْ  ا. وَ قاَلَ آخَرُ انَاَ تَ قَدَّ بِهِ وَمَا تأََخَّرَ. قاَلَ اَحَدُهُمْ: امََّا انَاَ فاَِنِِّّ اُصَلِّى اللَّيْلَ ابَدَى
ا. فَجَاءَ  ا. وَ قاَلَ آخَرُ: وَ انَاَ اعَْتَزلُِ النِّسَاءَ فَلَا اتََ زَوَّجُ ابَدَى هْرَ وَ لََ افُْطِرُ ابَدَى  اَصُوْمُ الدَّ

؟ امََا وَ الِل ذِيْنَ قُ لْتُمْ كَذَا وَ كَذَ ليَْهِمْ. فَ قَالَ انَْ تُمُ الْقَوُمُ الَّ رَسُوْلُ الِل ص اِ 
َ لََخْشَاكُمِْ لِل وَ اتَْ قَاكُمْ لَهُ. لكِنًِّ اَصُوْمُ وَ افُْطِرُ وَ اُصَلِّى وَ ارَْقُدُ وَ اتََ زَوَّجُ النِّسَاءَ  . اِنِِّّ

  18.فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِِ فَ لَيْسَ مِنًِّ 
Dari Anas bin Malik RA, ia berkata : Ada sekelompok orang datang 

ke rumah istri-istri Nabi SAW, mereka menanyakan tentang ibadah 

Nabi SAW. Setelah mereka diberitahu, lalu mereka merasa bahwa 

amal mereka masih sedikit. Lalu mereka berkata, ‚Dimana 

kedudukan kita dari Nabi SAW, sedangkan Allah telah mengampuni 

beliau dari dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang kemudian‛. 

Seseorang di antara mereka berkata, ‚Adapun saya, sesungguhnya 

saya akan shalat malam terus‛. Yang lain berkata, ‚Saya akan puasa 

terus-menerus‛. Yang lain lagi berkata, ‚Adapun saya akan menjauhi 

wanita, saya tidak akan kawin selamanya‛. Kemudian Rasulullah 

SAW datang kepada mereka dan bersabda, ‚Apakah kalian yang tadi 

mengatakan demikian dan demikian ?. Ketahuilah, demi Allah, 

sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di 

antara kalian, dan orang yang paling bertaqwa kepada Allah di antara 

kalian. Sedangkan aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan 

aku mengawini wanita. Maka barangsiapa yang membenci sunnahku, 

bukanlah dari golonganku‛. (HR. Bukhori) 

 

3. Haram 

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan 

nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman 

                                                 
18

 Bukha>ri, S{ah{ih{ Bukha>ri, 421. 
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nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, 

sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram 

juga.
19

 

Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan 

lahirnya kepada isterinya dan dia sedang sakit
20

 serta nafsunya pun tidak 

mendesak maka haram mereka untuk menikah. 

Nikah haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi 

ketentuan syara’ untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu 

tidak mencapai tujuan syara’ sedangkan ia meyakini perkawinan itu akan 

merusak kehidupan pasangannya.
21

 

4. Makruh 

Makruh kawin bagi seseorang yang lemah syahwat yang tidak 

mampu memberi belanja isterinya, walaupun tidak merugikan isteri, karena ia 

kaya  dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat. Juga bertambah 

makruh hukumnya jika karena lemah syahwat ia berhenti dari melakukan 

sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu. 

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan 

perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga 

tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. 

                                                 
19

 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakahat, 45. 
20

 A.Rahman I.Doi, Penjelasan lengkap Hukum-hukum Allah (Syari’ah), (Jakarta: PT Raja 

Grafindo, 2002), 152. 
21

  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 46. 
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Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat 

memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.
22

 

 

C. Rukun dan Syarat Perkawinan 

1. Rukun Perkawinan  

Rukun adalah sesuatu yang harus ada untuk menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), namun sesuatu itu termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan tersebut. 

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa saja yang menjadi rukun 

nikah. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa rukun nikah itu ada lima, yaitu 

wali dari pihak perempuan, mahar (maskawin), calon pengantin laki-laki, 

calon pengantin perempuan, dan sighat akad nikah. Sedangkan menurut 

Ulama Shafi’iyah lima rukun itu adalah calon pengantin laki-laki, calon 

pengantin perempuan, wali dari pihak  perempuan,  dua  orang  saksi,  dan  

sighat  akad  nikah.  Adapun  Ulama Hanafiyah meyakini bahwa rukun nikah 

itu hanya ija>b dan qa>bul saja.
23

 

Adapun rukun dalam sebuah pernikahan, jumhur ulama’ sepakat ada 

empat, yaitu
24

 : 

a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan. 

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. 

c. Adanya dua orang saksi  

                                                 
22

  Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, 21. 
23

 Ibid,. 47-48. 
24

 Ibid,. 46-47. 
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d. Sighat akad nikah yaitu ija>b dan qa>bul yang diucapkan oleh wali atau 

wakilnya dari pihak wanita dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki. 

Dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat, 

terdapat perbedaan di kalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat 

substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena 

berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama sependapat dalam 

hal-hal yang terlibat dan yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad 

perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari 

mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar 

atau mas kawin. Ulama Hanafiyah melihat perkawinan itu dari segi ikatan 

yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh 

karena itu yang menjadi rukun perkawinan oleh golongan ini hanyalah akad 

nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melakukan perkawinan.
25

 

Sedangkan rukun nikah dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 

14 lebih dijabarkan lagi walapun hakikatnya sama dengan pendapat jumhur 

ulama  yaitu : 

 ‚Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:  

a.  Calon Suami  

b.  Calon Istri  

c.  Wali nikah  

d.  Dua Orang saksi  

e.  Ija>b dan Qa>bul‛ 

Keseluruhan rukun dalam KHI ini mengikuti fiqh Shafi’iyah dengan 

tidak memasukkan mahar dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti 

                                                 
25

 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 59-60. 
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disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad 

itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat 

perkawinan.
26

 

2. Syarat Perkawinan 

Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau 

tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam 

rangkaian pekerjaan tersebut. Syarat-syarat pernikahan adalah syarat yang 

bertalian dengan rukun-rukun pernikahan, yaitu syarat-syarat yang 

menyangkut bagi calon mempelai, wali, saksi dan ija>b dan qa>bul. Adapun 

syarat sah dalam perkawinan sebagai berikut:
27

 

a. Calon suami 

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon suami antara lain:  

1) Bukan mahram dari calon istri  

2) Tidak terpaksa artinya atas kemauan sendiri  

3) Orangnya tertentu atau jelas orangnya  

4) Tidak sedang melakukan ihram atau haji 

Kata mahram ini jelas menunjukkan bahwa seorang wanita itu tidak 

boleh menikah dengan laki-laki yang masih ada hubungan saudara. Karena 

pernikahannya itu akan menjadi terlarang dan tidak sah baik menurut 

agama atau masyarakat adat sekalipun. Selain atas kemauan sendiri atau 

                                                 
26

  Ibid., 60. 
27

 Abd Somad, Hukum Islam, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 277. 
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tidak dipaksa oleh kedua orang tuanya, laki-laki tersebut juga harus jelas 

keberadaan dan statusnya.   

b. Calon istri  

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh calon istri antara lain:  

1) Tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain atau tidak bersuami  

2) Bukan perempuan yang sedang dalam keadaan iddah  

3) Antara laki-laki dan perempuan tersebut bukan muhrim 

4) Harus atas kemauan sendiri (tidak dipaksa) 

5) Harus jelas orangnya  

6) Tidak sedang melakukan ihram atau haji  

Meskipun perempuan pada waktu akad nikah tidak dapat melakukan 

sendiri pernikahannya tetapi harus dilakukan oleh wali, namun kerelaan 

perempuan yang dinikahkan adalah merupakan suatu keharusan. Seorang 

wali harus meminta ijin dan kerelaan perempuan yang akan dinikahkan 

tersebut. Itu adalah salah satu syarat yang mutlak harus dilakukan. Selain 

itu perempuan tersebut juga tidak boleh sedang dalam ikatan pernikahan 

atau masih menjadi istri orang lain. Meskipun sudah cerai baik itu cerai 

mati ataupun cerai biasa dalam artian berpisah dengan suaminya, untuk 

menikah dengan perempuan tersebut harus menunggu masa iddahnya habis. 

c. Wali 

Wali adalah bapak kandung wanita, penerima wasiat, atau kerabat 

terdekat dan seterusnya sesuai dengan urutan ashabah wanita tersebut, atau 
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orang bijak dari keluarga wanita tersebut, atau pemimpin setempat, karena 

Rasulallah bersabda 

عَنْ أَبِ بُ رْدَةَ عَنْ أَبِ مُوسَى قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لََ نِكَاحَ إِلََّ  
 28 .بِوَلِي 

Artinya: Dari Abi Burdah dari Abi Musa berkata, berkata Rasulallah 

saw.:‚Tidak ada nikah kecuali dengan wali‛. (HR. Ibnu Majah). 

Wali yang dapat mengakadkan nikah ada dua yakni wali nasab dan 

wali hakim. Imam Shafi’i berkata bahwa pernikahan seorang perempuan 

tidak sah kecuali apabila dinikahkan oleh wali aqrab (dekat). Apabila tidak 

ada wali aqrab maka dinikahkan oleh wali ab’ad (jauh), kalau tidak ada 

dinikahkan oleh wali hakim. Wali nasab adalah wali yang ada hubungan 

darah dengan perempuan yang akan dinikahkan, yaitu: ayah dari perempuan 

yang akan dinikahkan itu dan kakek (ayah dari ayah mempelai perempuan).  

Mereka diberikan hak untuk menikahkan anaknya yang masih 

perawan (bikr) dengan tanpa ijin dari anaknya terlebih dahulu, dengan 

orang yang dianggapnya baik. Apabila anaknya sudah janda maka tidak 

boleh, kecuali dengan mendapatkan ijin terlebih dahulu. Sedangkan wali-

wali yang selain ayah dan kakek tidak berhak menikahkan mempelainya 

kecuali sesudah mendapat ijin dari pengantin yang berangkutan.
29

 Sabda 

Rasulallah saw.:  

                                                 
28

 Al-H{afiz{ ’abi ‘Abdillah muh{ammad Al-Qoz{wi>n, Sunan ’Ibnu Majah , (Indonesia: Maktabah 

Dahlan, 1998), 605. 
29

 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim, Musthofa ‘Aini, (Jakarta: PT. 

Megatama   Sofwa Pressindo, 1419 H), 647. 
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وَسَلَّمَ لََ تُ نْكَحُ الث َّيِّبُ حَتَِّ تُسْتَأْمَرَ عَنْ أَبِ هُرَيْ رةََ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
30.وَلََ تُ نْكَحُ الْبِكْرُ حَتَِّ تُسْتَأْذَنَ وَإِذْنُ هَا الصُّمُوتُ 

  

Artinya: ‚Dari Abi Hurairoh ra., bahwasanya Rasulallah saw. telah 

bersabda: ‚tidak boleh dinikahkan seorang janda hingga ia 

mengizinkan, dan perawan tidak boleh dinikahkan hingga ia dimintai 

izinnya‛. Sahabat-sabahat bertanya: Ya Rasulallah bagaimanakah 

izinnya itu? Beliau bersabda: ‚Diamnya‛.‛ (HR. Bukhori) 

Adapun hukum-hukum bagi wali adalah sebagai berikut:  

1) Orang yang layak menjadi wali adalah: laki-laki, baligh, berakal, sehat 

dan merdeka, bukan budak.  

2) Hendaklah ia meminta izin kepada walinya jika wanita itu seorang gadis 

dan walinya bapaknya sendiri, atau meminta pendapatnya jika wanita 

itu seorang janda, atau seorang gadis, tetapi walinya bukan bapaknya 

sendiri. 

3) Perwalian seorang kerabat dihukumi tidak sah dengan adanya wali yang 

lebih dekat kepada wanita tersebut. Jadi tidak sah perwalian saudara 

sebapak dengan adanya saudara yang sekandung, atau perwalian anak 

saudara dengan adanya saudara.  

4) Jika seorang wanita mengizinkan kepada dua orang kerabatnya supaya 

menikahkan dirinya dan masing-masing dari keduanya menikahkannya 

dengan orang lain, maka wanita itu menjadi istri dari laki-laki yang lebih 

dahulu dinikahkan dengannya dan jika akad dilaksanakan pada waktu 

                                                 
30

  Bukha>ri, S{ah{ih{ Bukha>ri, 444. 
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yang sama, maka pernikahan wanita itu dengan kedua laki-laki tersebut 

dihukumi batal.
31

 

Sedangkan wali hakim ialah kepala Negara yang beragama Islam, dan 

dalam hal ini biasanya kekuasannya di Indonesia dilakukan oleh Kepala 

Pengadilan Agama, ia dapat mengangkat orang lain menjadi hakim 

biasanya yang diangkat kepala KUA (Kantor Urusan Agama) kecamatan 

untuk mengaqadkan nikah perempuan yang berwali hakim  

Sesungguhnya perwalian hanya dapat dilakukan oleh wali nasab dan 

tidak dapat berpindah kepada wali lain atau wali hakim, kecuali apabila 

terdapat sebab-sebab yang dapat diterima.  

Dari sini dapat diketahui bahwa betapa pentingnya peranan seorang 

wali, karena adanya wali itu untuk menjaga hubungan rumah tangga anak 

dengan orang tua, dan juga karena orang tua itu biasanya lebih tahu tentang 

bakal jodoh anaknya.
32

  

Dalam KHI pasal 20 ayat 2 wali secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua bagian. Bunyi pasal tersebut adalah:  

‚Wali Nikah Terdiri dari:  

1) Wali nasab  

2) Wali hakim‛ 

Perincian wali selengkapnya  diuraikan oleh kompilasi hukum Islam 

pasal 21 sebagai berikut:  

                                                 
31

 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim, 648. 
32

 Mohammad Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap , 460. 
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a) ‚Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, 

kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat 

dan tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. 

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, 

kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara 

laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok 

kerabat paman,  yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah 

dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki 

kandung kakek,  saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki 

mereka.  

b) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang 

sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali  ialah 

yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.                                                                          

c) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka paling 

berhak menjadi wali ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya 

ayah.  

d) Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni 

sama-sama derajat kandung atau sama derajat seayah mereka sama-sama 

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

memenuhi syarat-syarat wali.‛ 

 

d. Dua orang saksi  

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari kaum 

laki-laki yang adil dari kaum muslimin. Allah berfirman dalam surat At-

Thalaq ayat 2 yakni: 

                  ………. 

 ‚.......Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara 

kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah.‛
33

 

Adapun tujuan diadakannya dua orang saksi dalam pernikahan yaitu 

untuk menjaga apabila ada tuduhan atau kecurigaan dari orang lain 

terhadap pergaulan mereka. Selain itu juga untuk menguatkan janji mereka 

                                                 
33

 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahannya, 945. 
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berdua, begitu pula terhadap keturunannya.
34

 Adapun ketentuan-ketentuan 

hukum bagi kedua orang saksi  adalah sebagai berikut:  

1) Nikah terdiri dari dua orang atau lebih. 

2) Kedua orang saksi nikah hendaklah orang yang adil, yang dibuktikannya 

dengan meninggalkan dosa-dosa besar dan kebanyakan dosa kecil.  

3) Di masa sekarang ini hendaklah jumlah saksi diperbanyak, karena 

sedikitnya jumlah orang yang adil.
35

 

Sedangkan saksi dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 24 yaitu:   

1) ‚Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah  

2) Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi‛. 

Selanjutnya kedua orang saksi juga harus mempunyai syarat-syarat 

tertentu sebagaimana disebut dalam Pasal 25 dan 26 KHI:  

1) ‚Bahwa yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah adalah 

seorang laki-laki mulsim, adil, akil baligh, tidak treganggu ingatan, 

tidak tuna rungu atau tuli‛. 

2) ‚Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah dan 

menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah 

dilangsungkan‛. 

3) Terlepas dari perbedaan para ulama mengenai status saksi apakah 

sebagai rukun atau syarat nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam  

akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipenuhi. Ketiadaan  

                                                 
34

 Mohammad Rifa’i, Fiqh Islam Lengkap , 461. 
35

 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim, 648-649. 
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saksi, berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan menurut Umar, nikah 

yang dilakukan tanpa  saksi,  pelakunya  dirajam,  apabila  mereka  

melakukan  hubungan  suami istri. 

e. Ija>b dan Qa>bul akad nikah  

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa rukun yang 

paling pokok dalam pernikahan adalah ridhonya laki-laki dan perempuan, 

dan persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga. Karena 

perasaan ridho dan setuju bersifat kejiwaan yang tak dapat dilihat, karena 

itu harus ada perlambang yang tegas untuk menunjukkan kemauan untuk 

mengadakan ikatan bersuami istri.  

Perlambang itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak 

yang mengadakan akad. Pernyataan yang menunjukkan kamauan untuk 

membentuk hubungan suami istri disebut ‚ija>b‛. Dan pernyataan yang 

dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk 

menyatakan rasa ridha dan setujuinya disebut ‚qa>bul‛.  

Untuk dapat terjadinya akad yang mempunyai akibat hukum pada 

suami istri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

1) Kedua belah pihak sudah tamyiz. Apabila salah satu pihak ada yang gila 

atau masih kecil dan belum tamyiz (dapat membedakan yang benar dan 

salah), maka pernikahannya tidak sah.  

2) ija>b dan qa>bul dalam satu waktu. Maksudnya yakni dalam pengucapan 

ija>b dan qa>bul tidak boleh ada tenggang waktu. 
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3) Hendaklah ucapan tidak menyalahi ucapan ija>b, kecuali kalau lebih baik 

dari ucapan ija>b nya sendiri yang menunjukkan pernyataan 

persetujuannya lebih tegas.  

4) Pernyataan atau pengucapan ija>b dan qa>bul harus jelas dan tegas 

sehingga dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. 
36

 

Ketika pengucapan ija>b dan qa>bul diisyaratkan juga yaitu hendaknya 

menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan 

akad, penerima akad dan saksi.
37

 Beberapa ketentuan hukum shighat yakni:  

1) Setaranya calon suami dengan calon istri, dimana calon suaminya adalah 

orang merdeka (bukan budak), beragama serta amanah (jujur).  

2) Perwakilan diperbolehkan di dalam akad nikah. Jadi seorang calon suami 

diperbolehkan mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya di 

dalam akad nikah. Sedangkan calon istri, walinya adalah orang yang 

melangsungkan akad nikahnya.
38

  

Dalam Kompilasi Hukum  Islam  pasal  27,  Ija>b dan Qa>bul atau  

sighat  secara  tegas  diatur  yakni sebagai berikut: 

‚Ija>b dan qa>bul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas,  

beruntun, dan tidak berselang waktu‛. 

Adapun ketentuan-ketentuan ucapan qa>bul diatur oleh Kompilasi 

Hukum Islam adalah sebagai berikut: 

                                                 
36
 Sayyid Sabiq, Fikih sunnah 6, 48-51. 

37
 H.S.A. Al-Hamdani, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam), (Jakarta: Pustaka Amani, 

2002),  68.  
38

 Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Pedoman Hidup Seorang Muslim., 649.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 

 

1) Yang berhak mengucapkan qa>bul adalah calon mempelai pria secara 

pribadi.  

2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qa>bul nikah dapat diwakilkan kepada pria 

lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas 

secara tertulis penerimaan wakil atas nikah itu adalah mempelai pria. 

3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 

pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh diwakilkan‛.  

Adapun syarat-syarat dalam ija>b adalah : 

1) Hendaklah digunakan lafaz} tazwij atau nikah atau dengan terjemahan 

kedua lafaz} tersebut dalam bahasa apapun.                                                                            

2) Lafaz} ija>b boleh dibuat oleh wali itu sendiri atau wakilnya. Adapaun  

sihgat qa>bul yakni ucapan laki-laki secara pribadi atau yang 

mewakilinya setelah selesai sighat ija>b dengan tanpa diselingi dengan 

perkataan lain ataupun sela yang panjang. 

Selain syarat yang mengikuti rukun yang harus dipenuhi dalam 

pernikahan, menurut jumhur ulama, terdapat hal yang menjadi syarat 

sahnya pernikahan, yakni pemberian mahar dari calon suami kepada calon 

istri. Kata ‚Mahar‛ berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa 

Indonesia terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar 

itu dengan ‚Pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-

laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah‛. 
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Defenisi ini sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar 

itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah. 

Dari defenisi mahar tersebut diatas jelaslah bahwa hukum taklifi dari 

mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang 

perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa 

suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.
39

 Dasar wajibnya 

menyerahkan mahar itu ditetapkan dalam Al-quran surat An-nisa’ ayat 4 

yang berbunyi: 

                            

     

Artinya : ‚Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika 

mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu 

dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu 

(sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya‛. 

 

Dari adanya perintah Allah tersebut, maka ulama sepakat 

menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Tidak 

ditemukan dalam literature ulama yang menempatkannya sebagai rukun. 

Mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu 

perkawinan, dalam arti perkawinan yang tidak memakai mahar adalah tidak 

sah. Bahkan ulama Zhahiriyah mengatakan bahwa bila dalam akad nikah 

                                                 
39

  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 85. 
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dipersyaratkan tidak pakai mahar, maka perkawinan tersebut dapat 

dibatalkan.
40

 

Sedangkan Ulama Hanafiyah membagi syarat itu menjadi 4, yaitu;
41

 

1) Shuru>t in’iqa>d yaitu, syarat yang menentukan terlaksananya suatu akad 

perkawinan. Karena kelangsungan perkawinan tergantung pada akad, 

maka syarat disini adalah syarat yang harus dipenuhi karena ia 

berkenaan dengan akad itu sendiri. Bila syarat-syarat itu tertinggal, 

maka akad perkawinan disepakati batalnya. Umpamanya, pihak-pihak 

yang melakukan akad adalah orang yang memiliki kemampuan untuk 

bertindak hukum. 

2) Shuru>t Al-S{ihhah yaitu, sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam 

perkawinan. Syarat tesebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan 

akibat hukum, dalam arti bila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka 

perkawinan itu tidak sah; sperti mahar dalam perkawinan. 

3) Shuru>t Al-Nufuz} yaitu, sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam 

perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnya perkawinan 

tergantung kepada adanya syarat-syarat itu tidak terpenuhi 

menyebabkan fasad-nya perkawinan, seperti wali yang melakukan akad 

perkawinan adalah seseorang yang berwenang untuk itu. 

                                                 
40

  Ibid., 87.  
41

  Ibid., 60. 
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4) Shuru>t Al-Luz}um yaitu, syarat yang menentukan kepastian dalam suatu 

perkawinan dalam arti tergantung kepada kelanjutan berlangsungnya 

suatu perkawinan sehingga dengan telah terdapatnya syarat tidak 

mungkin perkawinan yang sudah berlangsung itu dibatalkan. Hal ini 

berarti selama syarat itu belum terpenuhi perkawinan dapat dibatalkan, 

seperti suami harus sekufu dengan istrinya. 

D. Perjanjian Perkawinan 

Selain syarat yang sudah ditetapkan oleh beberapa imam maz|hab, 

salah satu calon diperbolehkan mengajukan sebuah syarat kepada 

pasangannya,   calon penganti pria mengajukan syarat kepada calon pengantin 

wanita, atau  sebaliknya calon pengantin wanita mengajukan syarat kepada 

calon  pengantin pria. Bahasan tentang syarat dalam perkawinan tidak sama 

dengan syarat perkawinan yang ada dalam kitab-kitab fiqh karena yang 

dibahas dalam syarat perkawinan itu adalah syarat-syarat untuk sahnya suatu 

perkawinan.
42

 Namun syarat yang disyaratkan ini lebih kepada perjanjian 

perkawinan bukan termasuk syarat sahnya perkawinan. 

Seorang wanita itu terkadang menentukan beberapa syarat yang 

diajukannya kepada seorang laki-laki yang melamarnya. Jika persyaratan yang 

diajukan menguatkan akad nikah seperti: mengajukan persyaratan berupa 

nafkah, tentang hubungan seks, atau jatah pembagian hari apabila suaminya 

itu beristri lebih dari satu, maka persyaratan itu telah tercakup di dalam tujuan 

                                                 
42

  Ibid., 145. 
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nikah itu sendiri sehingga persyaratan seperti itu tidak diberlakukan lagi. 

Sedangkan jika persyaratan yang diajukan itu  merusak akad nikah, seperti: 

tidak mau melayani suaminya selayaknya suami istri, tidak menyediakan 

makanan bagi suaminya dan lain sebagaimanya, maka persyaratan yang 

demikian itu dianggap batal serta tidak diwajibkan memenuhinya, karena 

bertentangan dengan tujuan menikah.  

Jadi apabila seorang istri membuat persyaratan-persyaratan yang 

tidak sampai menghalalkan apa-apa yang diharamkan, dan sebaliknya tidak 

mengharamkan apa-apa yang dihalalkan baginya, maka suaminya harus 

memenuhinya. Jika tidak maka seorang istri dapat membatalkan 

pernikahannya apabila ia menghendakinya,
43

 ini berdasarkan hadist Rasulallah 

saw.,:  

أَنْ توُفُوا بهِِ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ النَّبِِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ أَحَقُّ مَا أوَْفَ يْتُمْ مِنْ الشُّرُوطِ 
 44.مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بهِِ الْفُرُوجَ 

Artinya: Dari ‘Uqbah dari Rasulallah saw. berkata: ‚Syarat yang 

paling berhak untuk dipenuhi adalah perjanjian yang menyebabkan 

kamu dihalalkan atas kemaluanmu (wanita)‛. 

Kaitan antara syarat dalam perkawinan dengan perjanjian perkawinan 

adalah karena perjanjian itu berisi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh 

pihak yang  melakukan perjanjian dalam arti pihak-pihak yang berjanji untuk 

memenuhi syarat yang ditentukan. Syarat atau perjanjian yang dimaksud  ini 

dilakukan di luar prosesi akad perkawinan. Oleh karena itu perjanjian 

                                                 
43
 Ibid., 655-656 

44
 Al-Ima>m ’abi H>>{usayn Muslim Al Hajja>j, S{ah{ih{ Muslim, Juz I (Beirut: Da>r Al-Fikr, 1992), 649. 
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perkawinan terpisah dari akad nikah, maka tidak ada kaitan hukum antara 

akad nikah yang dilaksanakan secara sah dengan pelaksanan syarat yang 

ditentukan dalam perjanjian itu. Hal ini berarti bahwa tidak dipenuhinya  

perjanjian tidak menyebabkan batalnya nikah yang sudah sah.
45

 Maelainkan 

menimbulkan hak di antara salah satu pasangan yang merasa dirugikan untuk 

mengajukan gugatan ke pengadilan suatu hari nanti jika perjanjian tersebut 

dilanggar. 

Apabila di dalam ija>b dan qa>bul diiringi dengan suatu syarat, baik 

syarat itu masih termasuk dalam rangkaian pernikahan, atau menyalahi hukum 

pernikahan atau mengandung manfaat yang akan diterima atau mengandung 

syarat yang dilarang agama. Maka masing-masing syarat tersebut mempunyai 

ketentuan hukum tersendiri.
46

 

Mengenai macam-macam syarat yang disyaratkan dalam pernikahan, 

para ulama mazhab berbeda dalam pembagian macam syarat yang disyaratkan 

dalam pernikahan. Walaupun pada akhirnya juga berujung kepada satu titik, 

yaitu syarat tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan maksud 

dari pernikahan, Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis: 

 الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلََّ شَرْطىا حَرَّمَ حَلَالَى أوَْ أَحَلَّ حَراَمىا47
Artinya : ‚Orang Islam itu terikat dengan syarat yang mereka buat, 

kecuali kalau syarat tadi menghalalkan yang haram dan 

mengharamkan yang halal‛ 

 

                                                 
45

  Ibid., 146. 
46

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Nor Hasanuddin, cet. II (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 535. 
47

 Tirmidhi, Jami’ at-Tirmidhi, Juz III, (Mesir: Must}afa Al-Babiyyilhalbi, 1968), 626. 
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Secara umum, syarat atau perjanjian dalam perkawinan menurut 

ulama fiqh dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Syarat atau perjanjian yang wajib dipenuhi 

Syarat yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban suami 

istri dalam perkawinan dan merupakan tuntutan dan tujuan dari perkawinan 

itu sendiri, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan 

Rasul-Nya.
48

 

Persyaratan yang sesuai dengan tujuan pernikahan dan tidak 

menyalahi hukum syara’, seperti: 

a. Memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak untuk istri dan anak-

anak. 

b. Tidak mengurangi sedikit pun hak masing-masing pihak. 

c. Suami memberikan kepadanya (istri) bagian dan prilaku yang sama 

dengan istri-istri lainya (jika dimadu), dan lain sebagainya. 

Dalam hal ini, para ulama sepakat mengatakan bahwa syarat-syarat 

dalam bentuk ini wajib dilaksanakan. Pihak yang terlibat atau yang berjanji 

wajib memenuhinya dan terikat dengan persyaratan tersebut. Namun 

apabila pihak yang berjanji tidak memenuhi persyaratan tersebut tidak 

menyebabkan perkawinan dengan sendirinya batal, resiko dari tidak 

                                                 
48

 Ibid., 538. 
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memenuhi persyaratan ini adalah adanya hak bagi pihak yang dirugikan 

untuk menentut di pengadilan untuk batalnya perkawinan.
49

 

2. Syarat atau perjanjian yang tidak wajib dipenuhi 

Hal-hal yang apabila dipersyaratkan maka tidak wajib dipenuhi dan  

tidak memberi akibat hukum, sebab syarat-syarat itu menyalahi hukum 

perkawinan atau secara khusus dilarang untuk dilakukan atau memberi 

mudharat kepada pihak-pihak tertentu,
50

 misalnya: 

a. Persyaratan yang bertentangan dengan tujuan dan hukum perkawinan 

Islam, seperti untuk tidak membayar mas kawin, untuk tidak memberi 

nafkah, atau istri yang memberi nafkah kepada suami dan lain-lain. 

b. Persyaratan untuk tidak saling mewarisi. 

c. Persyaratan untuk menyerahkan hak talak kepada istri. 

d. Dan persyaratan lain yang bertentangan dengan hukum Islam. 

Dalam hal ini, para ulama juga sepakat bahwa syarat atau perjanjian 

tersebut tidak wajib dipenuhi dan syarat-syarat tersebut batal dengan 

sendirinya karena syarat itu bertentangan dengan hukum syara’ dan 

hakekat perkawinan sehingga akan memberikan suatu mudharat. Meskipun 

menepati perjanjian itu menurut asalnya adalah diperintahkan.
51

 

Walaupun syarat dan perjanjian itu harus dipenuhi, namun apabila 

syarat tersebut bertentangan dengan hukum syara’ maka tidak wajib 

                                                 
49

  Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 147. 
50

  Ibid., 147. 
51

  Ibid., 147-148. 
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dipenuhi, dalam arti syarat yang menghalalkan yang haram dan 

mengharamkan yang halal.
52

 

Adapun akadnya sendiri tetap sah, karena syarat-syarat tadi berada 

diluar ija>b dan qa>bul yang menyebutnya tidak berguna dan tidak 

disebutkannya pun tidak merugikan. Oleh karena itu akadnya tidak batal, 

sebab pernikahan seperti ini tetap sah. Jadi ija>b dan qa>bul (pernikahan) 

dengan syarat yang  batal (syarat yang tidak wajib di penuhi) itu tetap 

sah.
53

 

Di dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan 

No. 1 Tahun 1974, istilah syarat nikah yang sesuai dengan pengertian di 

atas disebut dengan perjanjian perkawinan. Disebutkan dalam UU 

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 mengenai perjanjian perkawinan: 

a. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak 

atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang 

disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan setelah mana isinya berlaku 

juga terhadap pihak ketiga tersangkut. 

b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas 

hukum agama dan kesusilaan. 

c. Perjanjian tersebut di mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 
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d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tidak dapat diubah, kecuali 

bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan 

perubahan tidak merugikan pihak ketiga.
54

 

Sedangkan di dalam KHI, perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 

45-52,dimana perjanjian tersebut dibagi dalam dua kategori. Dua kategori 

tersebut yaitu taklik talak, dan perjanjian lain yang tidak bertentangan 

dengan hukum Islam. Adapun ketentuan untuk taklik talak yaitu sebagai 

berikut: 

a. Isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. 

b. Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi 

kemudian hari, maka talak tidak jatuh dengan sendirinya. Supaya talak 

benar-benar jatuh, istri harus mengajukannya ke Pengadilan Agama. 

c. Taklik talak tidak wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi 

sekali taklik talak sudah diperjanjikan maka tidak dapat dicabut 

kembali. 

Sedangkan ketentuan untuk perjanjian perkawinan lainnya yaitu: 

a. Dibuat tertulis dan disertai pengesahan dari Pegawai Pencatat Nikah. 

b. Boleh dicabut, dengan syarat tidak ada pihak yang dirugikan. 

c. Apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian tersebut, maka istri boleh 

meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan 

cerai ke Pengadilan Agama.
55
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